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KATA PENGANTAR
Puji serta Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan,
sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk dapat menyel esaikan
penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan
Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
pel aksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar
lembaga terhadap publik maupun tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Boyolali
sebagai mana amanah undang-undang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
Serentak tahun 2024.

Secara umum, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak
tahun 2024 dikategorikan ‘sangat intens’. Intensitas tahapan penyelenggaraan
Pemilu begitu padat dan menguras waktu serta energi yang besar, ada beberapa
tahapan Pemilu yang dilaksanakan, seperti pemutakhiran data Pemilih dan
penyusunan daftar Pemilih, pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, serta tahapan
masa kampanye di penghujung akhir tahun 2024. Pendaftaran, semua kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu dan
pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali.

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai lembagaresmi
dalam melakukan pengawasan Pemilu telah melakukan sgjumlah agenda penting.
Selain agenda pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
dilakukan KPU Kabupaten Boyoldi, juga turut melaksanakan sgumlah kegiatan
penting, berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, membangun pola hubungan
kemitraan antar lembaga, serta membentuk badan Adhoc di internal Bawaslu
Kabupaten Boyolali.

Pada intinya, Laporan Akhir yang disusun ini merupakan cuplikan hasil
kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Boyolai, khususnya bagi Divisi
Pencegahan, Partisipas Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun
2024 dalam memaparkan hasil pelaksanaan program maupun seluruh kegiatan

pengawasan yang dilakukan.
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Boyolali, Januari 2025
Bawaslu Kabupaten Boyolali

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas
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ABSTRAK
Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27
November 2024. Kendati demikian, sgiumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu
sudah mulai dilaksanakan sgjak awal tahun 2024.

Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah
administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilihan Serentak adalah
sarana demokrasi dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Bupati dan Wakil Bupati Pada tahun 2024, selain melaksanakan Pemilihan secara

nasional.

Berkenaan dengan adanya Pemilu dan Pemilihan Serentak padatahun 2024,
pemerintah Kabupaten Boyolali serta penyelenggara Pemilu sgjauh ini telah
berupaya agar pelaksanakan pesta demokrasi tersebut dilaksanakan secara baik.
Berbagai persiapan jugatelah dilakukan bagi memastikan penyelenggaraan Pemilu
berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu
Kabupaten Boyolali sgauh ini juga telah melakukan serangkaian persiapan.
Persiapan yang dilakukan tersebut diantaranya melakukan Rapat Koordinasi, dan
juga melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti
dengan melakukan sejumlah perencanaan dan strategis pengawasan serta upaya-
upaya pencegahan bagi mengatasi potensi-potensi kerawanan yang muncul,
sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan terganggunya tahapan
penyel enggaraan.

Daam hal penguatan kapasitas internal, jgjaran pengawas Pemilu telah
melakukan beberapa Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis guna membahas
terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah
di rumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi fokus
pengawasan, Yyaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan
pemutakhiran data pemilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sertaanggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Boyolali,
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Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Boyolali jugamelakukan sosialisasi dan
pengawasan partisipatif bagi mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-
sama mengawasi Pemilu. Termasuk pula membangun pola komunikasi dan
hubungan antar lembaga yang ada di Kabupaten Boyolali untuk mewujudkan
penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan terhindar dari pelanggaran yang
terjadi didalamnya.

6|Page



DAFTARISI

KATA PENGANTAR .ttt ettt ettt a e st st st e be b e saees 3
ABSTRAK .ttt et b e et b et sh et e bt et e bt sae et e aeeaaenas 5
DAFTAR ISttt sttt st b e st sbe et sb et e bt et e e e 7
BAB | ettt et b e b s ae e st esb e e b b e nrees 8
PENDAHULUAN L.ttt et ettt ettt sbe e st e satesbeesbeesbeesaeas 8
A. Gambaran UMUM ..ottt 8
B. TUJUAN LAPOMAN ..ottt sttt sttt ste et steeaa e besaaesesreennenras 14
C. Landasan HUKUM ........ccooiiiiiecee ettt 15
D. SISEEME@LTKAL c..cveveeeeeieieieei ettt sttt 16
57N 3 I OO 18
1. Sosialisas Pengawasan Pemilu Partisipatif.........cccoevevenenincninencneneeeee, 18
2. Pemutakhiran Data Pemilin........c.cccooiiiiinieee e 28
3. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara...........ccccceeevvecienennnenen, 34
4. Rekapitulas Perolehan SUara.........cccoevererenieieieieeeesesesceeeeeeeeeie 35
BAB T e et 39
LAPORAN PENCEGAHAN ...ttt et st s s e 39
BAB TV bbbttt sttt et e be e nhe e s ae e st 40
LAPORAN PENGAWASAN ..ottt sttt s 40
A, REKOMENDASI ...ttt sttt sre s 41
BAB Vet 46
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF ...t 46
BAB V1 e bbbttt sttt e be e she e sae e st e 49
LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ...ttt 49
BAB Vet st r e 52
A. Evaluas Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan
Hubungan Antar Lembaga..........ccccevirieiiiieeiceeeeese e 52
B. KeDErNas an. ..o 52
C. KEEMANEAN ... 53
D. REKOMENUASI........cviiiieiieiieeee e 54
LAMPIRAN ..ottt ettt st et e b e saee s sane e 55

7|Page



BAB |

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah momen krusial dalam sistem
demokrasi, dan partisipasi masyarakat yang aktif sangat penting untuk memastikan
proses yang adil dan transparan. Pada pemilihan terakhir, Bawaslu meluncurkan
inisiatif melalui Divisi Pencegahan dan Partisipas Masyarakat untuk memperkuat
partisipasi warga dan mencegah potensi pelanggaran yang dapat merugikan
integritas pemilihan.

Pemilihan sebagai pilar demokrasi memerlukan perhatian khusus terhadap
partisipasi masyarakat. Pemilihan umum, sebagai bentuk puncak dari partisipas
politik masyarakat, memiliki peran sentral dalam memastikan keberlanjutan dan
kekuatan sistem demokrasi. Pemilu bukan hanya sebuah proses untuk memilih
wakil rakyat, tetapi juga sebuah peristiwa sosial yang mencerminkan esensi
partisipasi dan hak-hak politik warga negara.

Daam beberapa tahun terakhir, Bawaslu Boyolali secara konsisten
memperhatikan dinamika partisipasi masyarakat dan potensi ancaman terhadap
integritas pemilihan. Pemilihan sebagai momentum krusial, menunjukkan perlunya
langkah-langkah proaktif untuk mencegah potensi pelanggaran, memperkuat

partisipasi, dan membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Padatiap detik demokrasi, panggung pemilihan umum membentang sebagai
ruang utama bagi ekspresi suara warga negara. Di tengah keriuhan kompetisi
politik, menjadi esensial untuk merenung pada peran vital pencegahan dalam
menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Pemilu
sebagai fondasi demokrasi, memerlukan perhatian khusus dalam mengantisipasi
potens risiko dan ancaman yang dapat menggoyahkan dasar-dasar partisipasi

masyarakat.

Pencegahan, bukan semata-mata respons terhadap kejadian-kejadian tidak
diinginkan, melainkan sebuah bentuk investasi proaktif untuk membangun fondasi

pemilihan yang kuat. Melalui pendekatan ini, lembaga pengawasan pemilu
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berusaha mencegah potensi pelanggaran, manipulasi, dan konflik sebelum mereka
menjadi ancaman nyata terhadap demokrasi.

Dalam konteks pengawasan pemilu, pencegahan dapat menjadi pelindung
terhadap berbagai risiko, seperti penyebaran informasi palsu, intimidasi terhadap
pemilih, dan upaya kecurangan yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik.
Strategi pencegahan melibatkan pendekatan holistik, termasuk penyuluhan kepada
penyelenggara pemilu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, dan
langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial.

K epercayaan publik bukan hanya sekadar konsekuensi dari hasil pemilihan,
melainkan juga dipengaruhi oleh proses yang adil dan transparan. Upaya
pencegahan, seperti pelibatan aktif masyarakat dalam pemantauan, dapat
merangsang partisipasi yang lebih besar dan meningkatkan tingkat kepercayaan. Ini
menciptakan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan demokrasi, di mana suara
setiap warganegaradihargal dan diakui sebagai elemen krusial dalam pembentukan

pemerintahan.

Pencegahan bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga
tentang memberikan sinyal niat baik dari lembaga pengawasan pemilu. Meaui
transparansi, dialog, dan upaya nyata untuk membangun kepercayaan, pencegahan
dapat menjadi katalisator untuk meredakan keraguan dan ketegangan di antara
pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada akhirnya, pencegahan dalam pengawasan pemilu melibatkan
pengawasan yang proaktif dan responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Ini
adalah langkah-langkah preventif yang membentuk pondasi untuk pelaksanaan
pemilu yang bebas dari kecurangan, ancaman, dan konflik pasca-pemilihan.
Dengan cara ini, pencegahan bukan hanya menjadi aat pengendali risiko, tetapi
juga menjadi penjaga nilai-nilai demokrasi yang mendasari eksistensi masyarakat
kita.

Di panggung demokrasi, partisipasi masyarakat memainkan peran sentral
sebagal elemen utama dalam menjaga integritas dan keabsahan proses pemilihan

umum. Pada setiap pemilu, warga negara menjadi penjaga harapan, suara yang
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menceritakan cerita dinamika politik dan aspirasi kolektif. Partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pemilu tidak hanya menjadi hak, melainkan sebuah tanggung

jawab yang memegang kunci keberhasilan demokrasi.

Partisipasi masyarakat bukan sekadar peran penonton dalam drama politik,
ini adalah aktifitas yang memberikan makna dan substansi bagi prinsip-prinsip
demokratis. Ketika warga negara terlibat dalam proses pemantauan, mereka
menjadi mata dan telinga yang mendeteksi ketidakreguleran, potensi pelanggaran,
dan tanda-tanda kecurangan. Ini memberikan lapisan pertahanan yang kuat
terhadap upaya-upaya yang dapat menggoyahkan integritas pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bukan hanya mengenai
kehadiran fisik di tempat pemungutan suara; ini mencakup keterlibatan aktif dalam
penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan. Masyarakat yang teredukasi tentang
proses pemilihan akan lebih mampu memahami hak-hak mereka, mendeteksi
tindakan yang tidak etis, dan menyuarakan kekhawatiran mereka secara ef ektif.

Lebih dari sekadar mengurangi potensi kecurangan, partisipasi masyarakat
adalah pendorong kepercayaan publik. Warga negara yang merasa bahwa suara
mereka dihargai dan memiliki dampak langsung pada hasil pemilihan, cenderung
memiliki kepercayaan yang |ebih tinggi terhadap |embaga pemilihan dan demokrasi
secara keseluruhan. Ini menciptakan fondasi yang stabil untuk keberlanjutan sistem

demokratis.

Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk koreksi yang vita terhadap
kebijakan dan tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
Ketika masyarakat aktif terlibat dalam pemantauan, para pemimpin politik dan
penyelenggara pemilu harus secara lebih cermat mempertimbangkan kebutuhan
dan aspirasi rakyat, karena keputusan mereka akan dipertanggungjawabkan oleh
publik.

Lebih jauh lagi, partispasi masyarakat memperkuat jembatan antara
pemerintah dan rakyat. Ini bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang

pembentukan hubungan yang saling mendukung antara warga negara dan institus
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demokratis. Partisipas masyarakat menciptakan dinamika interaktif yang
diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan mendukung pertumbuhan demokrasi.

Pada akhirnya, partisipas masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah
kontribusi bernilai tinggi terhadap kesehatan dan vitalitas demokrasi. Suara dan
tindakan kolektif dari setiap warga negara membentuk landasan kuat bagi sebuah
sistem yang menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan perwakilan yang
sesungguhnya. Melibatkan masyarakat bukan hanya sebuah panggilan untuk
mendukung proses pemilihan, tetapi juga bentuk nyata komitmen kita untuk
membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Laporan ini mencerminkan dedikasi Bawaslu Boyolali dalam meningkatkan
kesadaran publik, menghilangkan hambatan partisipasi, dan memastikan bahwa

pemilihan berlangsung dalam lingkungan yang bebas dari ancaman dan intimidasi.

Bawaslu Kabupaten BOYOLALI terdiri dari 5 (lima) orang, yang terdiri
dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Sesual
dengan Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun
2022 Tentang Tata K erjadan PolaHubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu
Kabupaten Boyolali terdiri atas 4 (empat) divis, yaitu :

1. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;

2. Divisi pencegahan, partisipasi Masyarakat, dan hubungan M asyarakat;
3. Divisi hukum dan penyel esaian sengketa; dan

4. Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
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Pasal 39 ayat (1) mengamanatkan tugas dari divisi pencegahan, partisipas
masyarakat, dan hubungan Masyarakat adalah

a

penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan
pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta
hubungan antarlembaga;

Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan
Pemilihan;

kreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;

sosidisas dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi
masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi

yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan
pel atihan;

pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan
Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja

sama antarlembaga;
pengel olaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;

perencanaan, pemantauan, dan evaluas Pencegahan, partisipasi masyarakat,
dan kehumasan;

pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota TentaraNasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan
pelanggaran politik uang, Pencegahan pel anggaran Pemilu dan Pemilihan dan
sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir
divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
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mengidentifikas dan memetakan potensi ker awanan serta pelanggaran
Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinas dengan Kabupaten/Kota dan
Ketua Anggota Bawaslu Bawaslu Kabupaten/K ota yang membidangi divisi

sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

m.  pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada

huruf |; dan

n.  pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama

divis yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi
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Dalam rangka pel aksanaan amanat tersebut diatas, maka Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten
Boyolali bertanggungjawab terhadap upaya pencegahan potensi pelanggaran dan
sengketa pada saat penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Boyolali. Beberapa
upaya pencegahan, kegiatan partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga
yang dilakukan oleh Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Boyolali berpijak pada
Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K 1/03/2023 tentang Perubahan
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Atas Keputusan K etua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

274/PM.00/K 1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tujuan Laporan

Dalam perjaanannya sebagai penjaga integritas pemilihan umum, Divisi
Pencegahan dan Partisipass Masyarakat di Bawaslu Boyolali menorehkan jegak
peran krusialnya. Laporan akhir ini bukan sekadar kumpulan angka dan fakta,
melainkan sebuah perjalanan reflektif dan proaktif yang bertujuan untuk merinci
pencapaian, mengevaluas kelemahan, dan merancang langkah-langkah

peningkatan untuk masa mendatang.

Tujuan utama laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh
tentang kinerjaDivisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat selama periode tahun
2024. Dengan penuh kehati-hatian, kami mengeksplorasi efektivitas strategi
partisipasi masyarakat dan langkah-langkah pencegahan yang telah
diimplementasikan. Ini bukan sekadar audit, tetapi sebuah upaya pemahaman yang

mendalam tentang dinamika pemilihan dan dampak kehadiran Divisi ini.

Dalam tekad untuk meningkatkan proses pemilihan di masa mendatang,
laporan ini merangkum temuan dan rekomendasi konstruktif yang menjadi dasar
perbaikan. Kami berharap bahwa setiap rekomendasi yang disgjikan tidak hanya
menjadi panduan, tetapi juga tonggak untuk inovasi dan perubahan positif. Pada
intinya, laporan ini bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen untuk
menjadikan demokrasi sebagai sebuah proses yang dinamis dan selalu berkembang.

Transparansi dan akuntabilitas adalah poin pokok dalam laporan ini. Tujuan
kami adalah menyajikan informasi yang dapat diakses oleh semuapihak terkait dan
masyarakat umum. Kami percaya bahwa dengan membagikan temuan dan
rekomendasi secaraterbuka, kitamembangun pondasi yang kuat untuk kepercayaan

dan dukungan masyarakat terhadap proses demokratis.

Laporan ini juga merupakan kesempatan untuk memberikan apresias dan

pengakuan terhadap upaya yang telah dilakukan. Kami merayakan setiap
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keberhasilan dan kontribus positif, karena kami percaya bahwa memberikan
penghargaan pada pekerjaan yang baik adalah kunci untuk meningkatkan semangat

dan kinerja di masa depan.

Namun, tujuan laporan ini tidak hanya tertuju pada masa lalu dan saat ini,
tetapi juga melibatkan pandangan ke depan. Kami menciptakan narasi untuk masa
depan pemilihan yang lebih adil, transparan, dan melibatkan. Dalam merinci risiko-
risko potensial dan memberikan peringatan, kami berusaha untuk menjadi
pelindung demokrasi dan merancang solusi proaktif sebelum potensi ancaman

muncul .

Akhirnya, laporan ini adalah panggilan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pemilihan. Tujuannya adalah menciptakan pemilu yang bukan
hanya menjadi hak konstitusional, tetapi juga sebuah peristiwa sosial yang meriah
dan bermakna bagi setiap warga negara. Melalui partisipasi, kita membentuk kisah
demokrasi kita sendiri dan mergjut jalinan kebersamaan yang membentuk fondasi

negarakita.

Dengan tujuan-tujuan ini, laporan akhir ini berfungsi sebagai katalisator
perubahan, memberikan titik awal bagi inovasi, dan menyuarakan aspirasi kolektif
dari Bawaslu Boyolali untuk demokrasi yang lebih baik.

C. Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimanatelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
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2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWali Kotadan Wakil Wali Kota;

3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota;

4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

5) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K 1/03/2023 Tentang Perubahan Atas K eputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K 1/08/2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2024
tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan,
Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Daam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

D. Sistematika

Sistematika Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan
Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Boyolai sebagai
berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum: Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa
gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan
Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten Boyolali.
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B. Tujuan Laporan: Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran
singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi
Masyarakat di masing-masing Kabupaten Boyolali.

C. Landasan Hukum: Is dari subbab ini menjelasakan landasan hukum
penyusunan laporan.

D. Sistematika Laporan: Isi dari subbab ini memaparkan kerangka
penyajian laporan.

. BAB Il Laporan Pencapaian Output Program/Kegiatan Pencegahan,

Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran Tahun

2024 beris tentang Perencanaan, Target, Ouput dan Capian Output.

. BAB Ill Laporan Pencegahan berisi tentang Pengisian berupa narasi, bisa

ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan

Pencegahan.

. BAB IV Laporan Pencegahan

5. BAB V Laporan Pengawasan Partisipatif berisi tentang Pengisian berupa

narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar
kegiatan Pengawasan Partisipatif.
. BAB VI Laporan Hubungan Antar Lembagaberisi tentang Pengisian berupa
narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar
kegiatan Hubungan Antar Lembaga.
. BAB VII PENUTUP berisi tentang K esimpul an yang menj el askan penilaian
terhadap kegiatan pencegahan, partisipas masyarakat dan hubungan antar
lembaga dan Rekomendasi.

A. Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan

Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga

B. Keberhasilan

C. Kelemahan

D. Rekomendasi
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BAB [I

Laporan Capaian Output Program/K egiatan Pencegahan, Pengawasan

Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2024

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Sosialisas pengawasan pemilu partisipatif adalah suatu upaya yang
komprehensif dan terorganisir untuk melibatkan masyarakat secara aktif
dalam seluruh proses pemilihan umum. Proses ini dimulai dengan
pendidikan pemilih, di mana masyarakat diberikan informasi mendalam
mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Melalui
kampanye sosialisasi yang inklusif, penyelenggara pemilu berupaya
menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai proses
pemilu, peran pemilih, serta profil dan visi calon-calon yang bersaing.

Pada tahap selanjutnya, terjadi pelibatan aktif masyarakat melalui
berbagai forum seperti diskusi, pertemuan pemilih, atau ses tanya jawab
dengan calon-calon. Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk memberikan
masyarakat kesempatan untuk secara langsung berinteraksi dengan calon-
calon, mengajukan pertanyaan, dan memahami secara mendalam rencana
kerjasertanilai-nilai yang diusung oleh masing-masing calon.

Sebagai bagian dari sosialisasi ini, sgumlah masyarakat juga
dilibatkan sebagai pengawas pemilu. Mereka menjalani pelatihan intensif
mengenai aspek-aspek teknis pemungutan suara dan pengawasan pemilu.
Dengan menjadi pengawas, masyarakat berperan sebagai garda terdepan
dalam memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai aturan dan adil bagi
semua pihak.

Keberlanjutan proses pemilu didukung oleh akses yang mudah
terhadap informasi dan transparansi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu
berkomitmen untuk menyediakan informasi yang dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat, termasuk data mengenai daftar pemilih dan aturan
pemilu. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan

masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas proses pemilu.
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Selain itu, kampanye kesadaran hukum membentuk bagian penting
dari sosiaisas ini. Masyarakat diberikan pemahaman yang kuat tentang
hukum dan konsekuensi pelanggaran pemilu. Informasi mengenai prosedur
pengaduan dan hak hukum pemilih membantu membentuk kesadaran
hukum yang meningkat di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, sosialisas pengawasan pemilu partisipatif
menciptakan suatu lingkungan di mana masyarakat bukan hanya menjadi
pemilih yang terinformasi, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam
menjaga dan memperkuat demokrasi melalui proses pemilihan yang
transparan dan adil.

Berikut kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kabupaten
Boyolali:

1) Kegiatan Bawaslu Bersholawat dengan tema Mari bersama
melantunkan sholawat untuk Pilkada Demokratis di Boyolali.

Bawaslu Boyolali melaksanakan kegiatan Bawaslu Bersholawat
dengan tema Mari bersama melantunkan sholawat untuk Pilkada
Demokratis di Boyolali , Rabu 14 Agustus 2024. Hal ini sebagai simbol
kesiapan Pengawas Pemilu menuju pemungutan suara Pemilihan serentak
2024.

Bersama peserta terundang dan masyarakat umum Bawaslu
Boyolali melakukan deklarasi Pemilu damai dan berintegritas.

Hadir stakeholder |lembaga negara, organisasi keagamaan, pemantau
Pemilu, pegiat Pemilu, organisas perempuan, kepemudaan dan mahasiswa
serta masyarakat umum. Bertempat di Lapangan Desa Klari Kecamatan

Karanggede Kabupaten Boyolali.
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Gambar 1. Habib Fauzi Rizal Al Munawar bersama Ketua dan Anggota
Bawaslu Kab. Boyolali.

Rangkaian acara ini bagian dari ikhtiar Bawaslu Boyolal
mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dalam
Pilkada 2024. Sosialisasi dilakukan dengan metode keagamaan untuk
bersholawat bersama dengan mengusung tema "Bersama Melantunkan
Sholawat untuk Pilkada Demokratis di Boyolali".

Daam sambutannya Ketua Bawasu Boyolali, Widodo
menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong
keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif agar penyampaian
pesan pengawasan lebih massif dan dapat ditularkan kepada komunitas
komunitaslainnya. "mari kitabersamaberikhtiar agar Pilkadaserentak 2024

ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan dalam bentuk apapun”.

2) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Penguatan Peran
Pemilih Pemula dalam Pemilihan Serentak 2024.

Rabu (2/10/2024) Bawaslu Boyolai diundang menjadi narasumber dalam

kegiatan Penguatan Profil Pelgjar Pancasila Rahmatan Lil Alamin yang
diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Boyolali.
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Kegiatan yang mengusung tema “Suara Demokrasi”, adalah salah satu
program kegiatan dalam Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka
merupakan kurikulum dengan pembelgjaran intrakurikuler yang beragam di
mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu

untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetens.

Dalam kesempatannya, Anggota Bawaslu Boyolali Muhamad Mahmudi,
memberikan pembekalan bagaimana cara demokrasi yang baik dan benar
kepada siswa/siswi. Karena kegiatan tersebut menjadi kesempatan yang
tepat untuk mensosialisasikan ha-ha yang berkaitan dengan kepemiluan,
siswalsiswi yang sudah mempunyai hak pilih digiak untuk turut

berpartisipasi untuk turut mengawasi tahapan yang saat ini sudah berjalan

Gambar 2: Muhamad Mahmudi Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali

3) Sosialisas Pengawasan Pemilihan Partisipatif Bersama Kelompok
Wanita Tani "Arum Gunung".

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali

terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan

dengan menggelar sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Pengawasan Pemilihan
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Partisipatif”. Acara ini digelar pada Sabtu (05/10/2024) dan menyasar
kelompok masyarakat di pedesaan, khususnya para wanita tani.

Salah satu kelompok yang menjadi target sosialisas adalah
Kelompok Wanita Tani "Arum Gunung" yang berasal dari wilayah Desa
tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Kelompok ini dikena
aktif dalam kegiatan pertanian dan pemberdayaan ekonomi di daerah

pegunungan.

Ketua Bawasu Boyolali, ddam sambutannya, menyampaikan
pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses
Pemilihan. “Pemilihan yang jujur, adil, dan transparan tidak hanyatanggung
jawab penyelenggara, tetapi juga masyarakat. Dengan adanya pengawasan
partisipatif, kita bisa mencegah berbagai pelanggaran Pemilihan sejak dini,”

ujarnya.

Sosidlisas ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas
selama proses Pemilihan. Para peserta dari Kelompok Wanita Tani digjak
untuk berpartisipasi aktif dalam mengawas berbagai tahapan Pemilihan,
mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Para anggota "Arum
Gunung" diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran yang
sering terjadi dalam Pemilihan, seperti politik uang dan kampanye hitam,
serta cara mel aporkannya kepada Bawasl ul.

Melalui sosialisas ini, diharapkan kelompok wanita tani dapat
menjadi ujung tombak pengawasan pemilu di lingkungannya masing-
masing, sehingga dapat menciptakan Pemilihan yang lebih berkualitas dan

demokratis.

Bawaslu Boyolai berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan
serupa di berbagai wilayah, dengan menggandeng kelompok-kelompok

22| Page



masyarakat yang berbeda, sebaga upaya menciptakan Pemilihan yang
berintegritas..

Gambar 3: Ketua dan Anggota Boyolali bersamakelompok wanitatani selo

4) Sosisalisas Demokrasi Pemilu di SMA BK 2 Boyolali

Kamis (10/10/2024) Bawaslu Boyolai diundang menjadi
narasumber dalam kegiatan Penguatan Profil Pelgjar Pancasila yang
diselenggarakan oleh SMA Bhinneka Karya 2 Boyolali. Kegiatan tersebut
mengusung tema “Suara Demokrasi”. Dalam hal ini siswa/siswi dibekali

dengan pengenalan dasar-dasar kepemiluan.

Ketua Bawaslu Boyolali Widodo, membekali dan memberikan
contoh-contoh bagaimana cara berdemokrasi dengan bailk dan benar.
Nampaknya, beberapa murid sedikit mengetahui dengan adanya “money
politics™.

Maka dari itu, widodo memberikan wawasan serta pandangan

terkait bahayanya money politics untuk demokrasi bangsa.

Selain itu, dikhususkan kepada murid yang sudah berusia 17 tahun,
agar bisa menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Diharapakan agar

23| Page



menjadi pemilih pemulayang cerdas, yang paham akan hal-hal yang harus
dihindari dan dilakukan dalam berdemokrasi.

Gambar 4 : Ketua Bawaslu Kab. Boyolalisedang memberikan pemaparan

materi

5) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada 2024 dengan

Tema “Sesarengan Ngawasi Konten Media Sosial”

Bawaslu Kabupaten Boyolali, 10 Oktober 2024 — Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan
sosialisasi pengawasan partisipatif dalam rangka menghadapi Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Acara ini bertgjuk
"Sesarengan Ngawasi Konten Media Sosia”, yang bertujuan untuk
meningkatkan partispas masyarakat dalam mengawasi penyebaran
informasi dan konten di media sosial selama tahapan Pilkada.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Frontone Budget Boyolali ini dihadiri
oleh berbaga elemen masyarakat, termasuk Relawan Patroli Cyber,
Himpunan Tani Makmur, Mafindo Tular Nalar, hingga komunitas ojek
online. Dalam acara tersebut, Bawaslu Boyolali menekankan pentingnya

peran masyarakat dalam membantu mengawasi dan melaporkan konten-
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konten negatif yang berpotensi memicu disinformasi, ujaran kebencian, atau
kampanye hitam di platform digital.

Abdullah Dahlan, selaku narasumber, mengatakan, “Penggunaan media
sosial saat ini sangat tinggi, terutama di masa Pilkada. Oleh karena itu,
diperlukan peran serta masyarakat untuk aktif terlibat dalam mengawasi
konten-konten yang beredar agar Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan

damai.”

Abdullah menambahkan bahwa dengan mengusung tema “Sesarengan
Ngawasi Konten Media Sosial”, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat
Boyolali untuk berkolaborasi dalam mengawal proses demokrasi, terutama
dalam ranah digital. Sosialisasi ini jugamemberikan edukas kepada peserta
mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi terkait kampanye di media

sosial dan cara melaporkan pelanggaran yang ditemukan.

Bawaslu Boyolali berharap, dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa
lebih peka terhadap konten-konten provokatif dan membantu menciptakan
suasana Pilkada yang kondusif di dunia maya. Acara sosidisas ini
mendapat respon positif dari para peserta. Salah satu peserta, Gunarto,
mengatakan, "Ini kegiatan yang sangat bermanfaat karena media sosial

seringkali menjadi tempat penyebaran hoaks, terutama saat Pilkada."
Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, Bawaslu Boyolali optimis

pel aksanaan Pilkada Serentak 2024 di Boyolali dapat berjalan dengan lancar
dan bebas dari pelanggaran yang berbasis konten digital.
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Gambar 5 : Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
6) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali
menggelar sosialisasi tentang pengawasan partisipatif dalam rangka
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, yang berlangsung pada
Selasa, 29 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh kalangan pelajar dan
mahasiswa, yang sebagian besar adalah pemilih pemula.

Sosidlisasi ini menghadirkan narasumber utama, Puspaningrum,
seorang akademisi dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri), yang
memberikan materi seputar pentingnya partisipas masyarakat dalam
pengawasan partisipatif demi mewujudkan Pemilihan yang berintegritas.

Dalam paparannya, Puspaningrum menyampaikan bahwa
keterlibatan pemilih pemuladalam proses pengawasan sangat penting untuk
menjaga transparansi dan mencegah terjadinya kecurangan selama
Pemilihan. "Pengawasan partisipatif merupakan bentuk kontribusi langsung
dari masyarakat dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan
adil," ujarnya.

Acaraini diharapkan mampu mendorong kesadaran dan partisipasi

aktif dari para peserta, terutama pemilih pemula, untuk terlibat dalam
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pengawasan Pemilihan agar tercipta proses demokrasi yang sehat dan

berintegritas di Boyolali.

Sosidisas ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Bawaslu
Boyolali dalam mengedukas masyarakat, terutama generass muda,
mengenai peran serta mereka dalam proses demokrasi. Bawaslu Boyolali
berharap melalui kegiatan ini, para pemilih pemula dapat memahami
pentingnya peran mereka dalam mewujudkan Pemilihan yang bersih dan
berintegritas..

Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu
Kabupaten Boyolali adalah :

a Sebaga salah satu upaya pencegahan pelanggaran pemilihan Serentak
2024

b. Meningkatkan pemahaman elemen masyarakat tentang kepemiluan dan
demokrasi;

c. Mengoptimalkan peran desa pengawasan dan desa anti politik uang
sebagal pengawas partisipatif;

d. Membangun sinergi dan kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Boyolali
dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya untuk
mewujudkan pemilu yang bermartabat, berintegritas dan berkualitas.

Hasil dari Sosiadlisasi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Boyolali
diharapkan masyarakat :
a. Mendapat ilmu pengetahuan mengenai pencegahan, pengawasan, dan
penanganan pelanggaran.
b. Meningkatkan peran pengawas partisipatif.
Memiliki keberanian dalam memberikan |aporan dugaan pelanggaran.
d. Memiliki kepedulian dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas

dan berintegritas.
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Gambar 6 : Narasumber moderator dan peserta

2. Pemutakhiran Data Pemilih
Persiapan pengawasan pembentukan Pantarlih, Selasa (11/6/2024)
Bawaslu Boyolali menggelar rapat dengan Panwaslu Kecamatan Se-
Kabupaten Boyolali. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022
tentang Pemilihan Umum, Pantarlih adalah singkatan dari Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih.

Bawaslu Boyolali mengundang Ketua dan seluruh Anggota Panwaslu
K ecamatan Se-K abupaten Boyolali dalam rapat yang digelar di Aulakantor
Bawaslu Boyolai. Muhammad Mahmudi selaku Kordiv Pencegahan,
Partasipasi Masyarakat dan Humas memaparkan materi berupa potensi-
potensi kerawanan dalam masa pembentukan Pantarlih.

Mulai dari proses pembentukan Pantarlih, hingga strategi pencegahan
dan pengawasan turut disampaikan kepada seluruh peserta undangan.
Menjadi harapan bagi Bawaslu Boyolali, dengan strategi dan persigpan
yang matang, kedepannya semoga seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat
berjalan sesua rencana-rencana yang sudah dipersiapkan dan minim

pelanggaran.
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Gambar 7 : Rapat Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali telah membentuk
petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) dalam penyelenggaraan
Pilkada 2024. Salah satu tugas Pantarlih ialah pencocokan dan penilitian
(coklit). Kegiatan yang dilakukan Pantarlih ini bertujuan pemutakhiran data

dan penyusunan daftar pemilih.

Senin  (24/6/2024) Widodo selaku Ketua Bawaslu Boyoldl
melaksanakan pengawasan melekat di hari pertama pelaksanaan Coklit
yang dilakukan oleh Pantarlih di Rumah Dinas Wakil Bupati Boyolali
Wahyu Irawan, S.H. juga pada pel aksanaan coklit tersebut didampingi oleh
K etua beserta Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

Widodo, dalam pelaksanaan coklit di Rumah Dinas Wakil Bupati ini,
menyampaikan “memastikan Pantarlih sudah melaksanakan tugasnya
sesuai dengan prosedur dan profesional, harapannya semua Pantarlih yang
bertugas di wilayah kabupaten Boyolali mampu menjalankan tugas dalam
penyusunan daftar pemilih dengan sebaik-baiknya, penuh ketelitian,
sehingga hak pilih warga masyarakat Boyolali terjaga dengan baik untuk
dapat digunakan pada Pilkada 2024 yang akan datang”.
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Gambar 8 : pengawasan melekat kegiatan Coklit

Boyolali — Memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih dalam
tahapan Pilkada 2024, Bawaslu Boyolali menyediakan ruang untuk

akomodir aduan pemilih selama proses pencocokan dan penelitian (coklit).

Muhammad Mahmudi selaku Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Humas menyampaikan “Tahapan pemutakhiran
data pemilih juga menjadi perhatian khusus yang perlu diawasi dengan
cermat, hal ini berkaitan dengan hak pilih bagi masyarakat Boyolali. Untuk
itu Bawaslu Boyolali mendirikan Posko Kawal Hak Pilih yang tersebar di
22 Kecamatan Se Kabupaten Boyolali secara serentak, tepatnya dimasing-
masing kantor Panwaslu Kecamatan. Launching Posko Kawal Hak Pilih

juga dilakukan di Kantor Bawaslu Boyolali sendiri”.
“Dengan adanya posko, akan memudahkan seluruh masyarkat Boyolali
untuk menyampaikan temuan serta aduan-aduan selama proses coklit yang

dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)”, imbuhnya.

Hal ini menjadi komitmen Bawaslu dalam mengawal hak pilih
masyarakat dalam Pilkada 2024 mendatang.
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Gambar 9 : Posko pengaduan kawal hak pilih

Bawaslu Kabupaten Boyolali Menghadiri Rapat pleno terbuka Daftar
Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan di Front One Hotel Airport.
Daam kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU tersebut Bawaslu Kabupaten
Memberikan Beberapa Masukan Terkait Dengan Pemilih yg harusnya
Tidak Memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPHP Serta Pemilih yang
Seharusnya Memenuhi Syarat Namun tidak terdaftar dalam DPHP.
Dalam rapat pleno tersebut , KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Daftar
Pemilih Sementara Sebagai berikut:

Jumlah Jumlah Jumlah | Laki- | Perempuan | jumlah
Kecamatan | DesalKelurahan | TPS laki
22 267 1592 | 411412 | 419837 | 831249
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Gambar 10 : Rapat Pleno DPS

Bawaslu Kabupaten Boyolali menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan
Tahapan Pemilihan Dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Boyolali
pada hari Senin (29/07/2024). Bertempat di Hotel Al Azhar Azhima,
Ngemplak, acara diikuti oleh Ketua dan Anggota Panwaslu K ecamatan se-
Kabupaten Boyolali.

Acaratersebut dimoderatori oleh Andi Sarjono dengan menghadirkan
Anik Solih sebagai narasumber. Dalam paparannya, Anik menyampaikan
"tahapan coklit telah berakhir 24 Juli kemarin, secaraumum berjaan lancar,
pengawasan Bawaslu turut menentukan kualitas hasil coklit dan dalam
melakukan kerja pengawasan penyusunan hasil coklit ini, Bawaslu
Kabupaten, Panwascam, dan PKD adalah ujung tombak dan Gardaterdepan
pengawasan".

Selanjutnya, Anik berpesan agar seluruh aktifitas pencegahan dan Form
A Pengawasan agar didokumentasikan dan disimpan dengan rapi untuk
antisipasi alat bukti formil jikadi kemudian hari ada perkara hukum terkait
proses Penyusunan Daftar Pemilih.
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Gambar 11 : foto narasumber dan peserta

Bawaslu Kabupaten Boyolali

20 September 2024 Menghadiri

undangan KPU Kabupaten Boyolali Pleno Terbuka Penetapan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh tim padsangan calon Bupati dan
Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur,PPK, Forkopimda dan

Media.

KPU Kabupaten Boyolali menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
pada pemilihan Serentakj tahun 2024 sebagai berikur

Jumlah Jumlah Jumlah | Laki- | Perempuan | jumlah
Kecamatan | Desa/lKelurahan | TPS laki
22 267 1592 | 410818 | 419163 | 829981

Terdapat penurunan jumlah 1.268 dari DPS yang di tetapkan itu karena

adanya data Meningga dan adanya data ganda dengan wilayah lain.
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Gambar 12 : Pleno DPT

. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boyolali
melaksanakan patroli pengawasan intensif pada hari pemungutan suara
Pemilihan Serentak, Rabu (27/11/2024). K egiatan ini bertujuan memastikan
proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan peraturan dan bebas dari

potensi pelanggaran.

Salah satu lokasi strategis yang menjadi fokus pengawasan adalah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Tahanan (Rutan) Boyolali.
Lokas ini memiliki karakteristik khusus karena melayani pemilih yang

tengah menjalani masa tahanan.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa patroli ini
merupakan upaya proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. "Kami
ingin memastikan seluruh pemilih, termasuk yang ada di lokasi khusus
seperti Rutan, mendapatkan hak pilih mereka dengan aman dan sesuai

prosedur,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Bawaslu memantau langsung pelaksanaan

pemungutan suara, mulai dari kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), hingga proses pencoblosan dan penghitungan
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suara. Selain itu, mereka juga memastikan tidak ada praktik intimidasi atau

pelanggaran lainnya yang bisa mengganggu jalannya Pemilihan.

Patroli pengawasan ini juga dilakukan di berbagai TPS lainnya di
Boyolali, terutama yang dianggap rawan pelanggaran. Bawaslu Boyolali
menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan atau temuan pelanggaran
dengan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 ini diharapkan berjalan
lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan
aspirasi rakyat. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam mengawal proses demokrasi ini agar tetap jujur dan adil.

Gambar 13 : Foto patroli di TPS Khusus

4. Rekapitulas Perolehan Suara
3 Desember 2024 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Boyolali melaksanakan pengawasan ketat terhadap jalannya
rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suaratingkat kabupaten
pada pemilihan 2024. Di hari pertama, prosesini berlangsung mulai pukul
09.00 WIB.

Rapat pleno yang dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Boyolali, saksi dari pasangan calon, serta perwakilan partai politik dan

35|Page



unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini berjalan sesuai
tahapan Pilkada yang telah ditentukan.

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, menyampaikan bahwa pihaknya
telah menempatkan tim pengawas di lokasi untuk memastikan transparansi
dan akuras rekapitulasi suara. "Kami mengawasi setigp tahapan dengan
cermat untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau manipulasi yang
merugikan hak suara masyarakat,” ujarnya.

Pengawasan dilakukan mulai dari verifikasi dokumen hingga proses
pembacaan hasil rekapitulasi oleh KPU. Bawaslu juga membuka jalur
pelaporan jika ada dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses

berlangsung.

Rekapitulas ini merupakan salah satu tahapan akhir dari proses Pilkada
sebelum penetapan hasil resmi oleh KPU. Bawaslu berharap prosesini dapat
berjalan dengan lancar hingga selesai, tanpa adanya kendala yang berarti.

Rapat pleno diperkirakan akan berlangsung 2 hari hingga Rabu besok,
tergantung pada dinamika dan jumlah data yang harus direkapitulasi.

Rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada Serentak 2024 yang digelar oleh
KPU Boyolai pada SelasaRabu (3-4/12/2024) terpaksa dihentikan
sementara. Penyebabnya adal ah adanya keti daksesuaian antarajumlah surat

suara yang terdistribusi dengan data dalam berita acara.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Boyolali,
Muhammad Mahmudi, mengungkapkan bahwa surat suara yang
terdistribusi seharusnya mengikuti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)
ditambah cadangan 2,5 persen, yakni sebanyak 851.494 |lembar. Namun,
ditemukan kelebihan surat suara untuk Pemilihan Gubernur - Wakil
Gubernur dan Bupati - Wakil Bupati.
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“Kami meminta agar KPU Boyolali melakukan penelusuran untuk
menemukan sumber kelebihan surat suara tersebut,” ujar Mahmudi, Rabu
(4/12/2024). la memperkirakan jumlah kelebihan surat suara itu mencapai
lebih dari 1.000 lembar.

Mahmudi juga menyoroti adanya perbedaan rekapitulasi antara
Pemilihan Gubernur dan Bupati, meskipun DPT-nya sama. Ha ini
mendorong KPU Boyolali untuk menghentikan rapat pada pukul 11.50 guna
menyisir kembali data dan mengevaluasi distribusi logistik Pemilihan.

“Ke depan, penanganan logistik Pemilihan harus lebih teliti. Tiga aspek
yang harus menjadi perhatian adalah jumlah, jenis, dan waktu distribusi

surat suara,” tegasnya.

Ketua KPU Boyolali, Maya Y udayanti, mengakui adanya perbedaan
dalam data rekapitulasi. “Kami akan melacak TPS mana saja yang menjadi

sumber kelebihan surat suara tersebut,” jelas Maya.

Meski menghadapi kendala teknis, Maya menambahkan bahwa tingkat
partisipasi pemilih di Boyolali sangat tinggi, hampir menyamai angka
partisipasi dalam Pemilu sebelumnya.

Kegadian ini menjadi pembelgaran penting bagi penyelenggara
Pemilihan untuk memastikan keakuratan dan efisiensi distribusi logistik di
masa mendatang.

Gambar 14 : plenohari 1
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Gambar 15: pleno hari ke 2
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BAB 111
LAPORAN PENCEGAHAN
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini Bawaslu Kabupaten Boyolali telah
melakukan pencegahan dalam setiap tahapan pemilihan serentak. Dengan hasil
sebagal berikut :

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang paling banyak adalah
naskah dinas dalam hal ini adalah surat imbauan dan surat saran perbaikan yang di
berikan kepada stake holder terkai. Hal ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya
potensi pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten Boyolalil kususnya.
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BAB IV
LAPORAN PENGAWASAN

Daam proses Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan pemungutan serta
penghitungan suara Pemilihan Serentak 2024 di kabupaten Boyolali, secara umum
berjalan dengan lancar. Hal itu terlihat dari penyusunan yang lebih efektif dimulai
dari Coklit yang Dilakukan oleh Pantarlih dengan menggunakan sistem terbaru
KPU secara online yaitu E-Coklit. Bawaslu Kabupaten Boyolali , dalam proses
peyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 melakukan proses pengawasan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan puncaknya pada
tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada 20 September 2024 dan penetapan
peroolehan suara pada 4 Desember 2024, juga melakukan kegiatan terkait dengan
peningkatan kapasitas dan kualitas jgjaran Badan pengawas di bawahnya(
Bawaslucam, PKD), selain itu juga mengadakan kegiatan Pengawasan Partisipatif
yang melibatkan Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Organisasi Masa,
Organisasi Profesi, dan Media Masa.Selanjutnya dalam proses pengawasan ,
Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan Pengawasan tahapan penyusunan
daftar Pemilih yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak setiap warganegara

dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dari uraian diatas , dapat di ssmpulkan bahwa pengawasan tahapan penyusunan
daftar Pemilih dan pemungutan serta penghitungan suara Pemilihan serentak 2024
di Kabupaten Boyolali dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.
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A. REKOMENDASI
Berdasarkan kegiatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten
Boyolali pada pelaksanaan Pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Boyolal,
Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Tahapan Coklit, Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU
Boyolali Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan tahapan
pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya pelaksanaan

pencocokan dan penelitian (coklit) kami mengimbau kepada saudara agar :

a. memastikan Pantarlih mel aksanakan prosedur, mekanisme dan tata cara coklit
sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada
Penyel enggaraan Pemilihan Umum;

b. memastikan Pantarlih melaksanakan coklit dengan cara mendatangi pemilih

secaralangsung;

c. memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan

coklit;

d. memastikan Pantarlih memberikan Tanda Bukti Terdaftar kepada pemilih
yang telah dilakukan coklit;

e. memastikan Pantarlih menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu ) KK;

f. memastikan Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS untuk
selanjutnya digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS;

g. memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang
penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kotadibantu
PPK/PPS;

h. memastikan Pantarlih menyusun rencana kerja;

i. memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal

rencana kerja coklit;

j. memastikan Pantarlih menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih
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2) Tahapan Pennyusunan DPS,

Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Boyolai Bahwa

dalam rangka pencegahan dugaan pelanggaran pemilu dan pelaksanaan tugas

pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan
akuntabel, Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau kepada KPU Kabupaten
Boyolali untuk :

a Melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan
formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam
formulir Model A-Rekap Kab/Ko Perubahan Pemilih;

b. Menyusun DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dari
PPK dan menuangkan penyusunan DPS dalam formulir Model A-Kab/Ko
Daftar Pemilih.

c. Melakukan rekapitulas dan menetapkan DPS serta menuangkan ke dalam
Formulir Model A-Rekap Kab/Ko.

d. Memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar pemilih hasil
pemutakhiran (DPHP), dengan :

Waktu penyusunan pada 31 Mei 2024 s/d 24 Juli 2024,

DPHP disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih dan dapat dibantu oleh Pantarlih;
Menyampaikan DPHP yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPS ke
KPU Kabupaten Boyolali melalui PPK dalam bentuk Salinan digital;
Melakukan rekapitulass DPHP di Kelurahan/Desa dan menuangkan ke
dalam formulir Model A-rekap PPS Perubahan Pemilih;

Rekapitulass DPHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan
menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap
PPS Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih
dalam bentuk salinan naskah asli kepada PPK, Panwaslu Kelurahan/Desa,
perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa dan perangkat
pemerintah tingkat kelurahan/desa.
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€.

f.

Memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan :

e Rekapitulasi DPHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan
Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK
Perubahan Pemilih setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi,
formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dari PPS;

e Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-
Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten Boyolal,
Panwaslu Kecamatan, Perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan dan
perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

Melakukan sosialisasi secara massive kepada masyarakat Kabupaten Boyolali
berkaitan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

3) Tahapan Penyusunan DPSHP, Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan

kepada KPU Boyolali Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan

tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan
Rekapitulas dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
(DPSHP) Bawaslu Kabupaten Boyolali mengimbau KPU Kabupaten Boyolali

untuk :

a

Memastikan PPS melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan
memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat;

Membantu PPK dan PPS dalam hal terdapat kendala pada proses perbaikan
Daftar Pemilih Sementara;

Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan (DPSHP) hingga Tanggal 5 September 2024,

Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan sesuai jadwal, yaitu Tanggal 5 - 7 September
2024 untuk PPS dan Tanggal 9 -11 September 2024 untuk PPK;
Melakukan rekapitulass DPSHP dan Penetapan DPT sesuai dengan jadwal
yaitu Tanggal 14 - 21 September 2024,

Memastikan pelaksanaan rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam
rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana diatur
dalam PKPU 7 Tahun 2024;
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g. Memastikan PPS memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang
hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasl|
Perbaikan (DPSHP) sebagai mana ketentuan Keputusan KPU Nomor 799
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyel enggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

h. Memastikan PPK memasukkan tanggapan dan masukan dari pesertayang
hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasl|
Perbaikan (DPSHP) sebagai mana ketentuan Keputusan KPU Nomor 799
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyel enggaraaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

I. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulas Hasil Perbaikan DPS dan
Rekapitulas Daftar Pemilih SementaraHasil Perbaikan Kepada
pengawas pemilu, perwakilan Peserta Pemilihan sertapihak
pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;

j. Memberikan akses yang baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka
pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih  Sementara Hasil
Perbaikan (DPSHP).

4) Tahapan Penyusunan DPT, Bawaslu kabupaten Boyolali merekomendasikan
kepada KPU Boyolali Bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengawasan
tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya kegiatan
Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) serta
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Boyolai
mengimbau KPU Kabupaten Boyolali untuk:

a. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kerja saudara;

b. Menuangkan penyusunan DPT ke dalam formulir Model A-KabKo Daftar
Pemilih serta menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;

c. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT dan menuangkan ke dalam
formulir Model A-Rekap KabKo dalam rapat pleno terbuka;
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. Dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT menghadirkan
peserta sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2024,

. Memberikan kesempatan kepada peserta rapat pleno Rekapitulasi dan
Penetapan DPT memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses dan
hasil rekapitulasi jika terdapat kekeliruan serta menindaklanjutinya jika
dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;

. Menuangkan Hasil rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT ke
dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten;

. Menyampaikan salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir
Model A-Rekap KabKo kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2024 dalam bentuk salinan digital.
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BAB V
LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki mandat untuk
mengawasl proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan
pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah
satunya dibangun dengan melibatkan segenap kel ompok masyarakat untuk terlibat
dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik
merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental
dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam
bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat
harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang
terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas
mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan
pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan
Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelgjaran politik yang baik bagi
masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu
dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi sertadan secara
tidak langsung dapat belgjar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga

semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis
masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan
masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisas
dan transfer pengetahuan sertaketerampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat
transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisias Sekolah Kader
Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk
menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan
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layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk
turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian
dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader
pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan
tentang partisipasi masyarakat yang dil akukan secaradaring. Dengan menggunakan
teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari
keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Pemilu dan Pilkada.
Tujuan SKPP adalah:
1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat

Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan
fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang
terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

2. Saranapendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat

Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi
jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
mel akukan pengawasan partisipatif.

3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang
berkesinambungan

SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan
menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informas terkait
pengawasan partisipatif

4. Menciptakan  aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak
Pengawasan Partisipatif
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Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif
Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut
mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia.
Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku
demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.
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BAB VI
LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bawaslu Kabupaten Boyolali melaksanakan Kerja sama dengan RRI Radio

Republik Indonesia, padatangga 29 Oktober 2024 ber tempat di surakarta.

Kerja sama sosidisas dan penyebaran informasi  pengawasan

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Nomor 0874/HM.02.00/K .JT -
05/10/2024 yang di tandatangani oleh K etua Bawaslu Kabupaten Boyolali Widodo,
S.H.,M.H dan Kepala Radio Republik Indonesia yaitu Atik Hindari.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
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Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4486);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 411);
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10.

11.

12.

Peraturan Badan Pengawas Pemililun Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pedoman kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2023 Nomor
471);

Dengan Maksud dan Tujuan Sebagai Berikut :

1

Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi PARA
PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati
dalam Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan
koordinas antara PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di
bidang sosialisas dan penyebaran informasi pengawasan pemilu kepada
masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan
pel aksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024,
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BAB VII
PENUTUP

A. Evaluas Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif,
dan Hubungan Antar Lembaga
Pelibatan pemilih dan masyarakat dalam pengawasan sangat

diperlukan, mengingat keterbatasan jangkauan dari semua pihak baik
kelompok masyarakat sipil, organisas masyarakat, perguruan tinggi,
Instansi Pemerintahan, maupun partai politik. Pelibatan kelompok dan
pemilihini perlu diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan dan target
tertentu.

Keterlibatan banyaknya pihak Eksternal ini akan saling melengkapi.
Karena diyakini bahwa peran pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu
pihak tertentu saja. Masing-masing memiliki kelebihan tertentu yang harus
dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan mekanisme pelibatan
masyarakat tersebut, sehingga bisa menjangkau pemilih lebih luas.

Bawaslu Kabupaten Boyolali juga memainkan peranan yang sangat
penting dalam penyebaran informasi tentang pemilu, seperti informasi
mengenai partal

dan kandidat, sertahasil pemilu yang mewakili sumber informasi resmi.

Selain itu, juga perlu jaminan adanya arus informasi yang tepat untuk
melakukan pendidikan pemilih. Artinya, penyelenggara pemilu selain
sebagal penyampai informasi secara proaktif juga sebagai badan yang
mampu memenuhi kebutuhan hak atas informasi bagi setiap orang.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pentingnya peran
serta pengawas partisipatif yang berasal dari masyarakat untuk
bersamasama mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sehingga
selaras dengan moto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama

Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

B. Keberhasilan
1) Pencegahan, dilakukan melalui surat pencegahan dan peluncuran

Indeks Kerawanan Pemilu, Konteks IKP, perluas kerjasama seluruh

stake holder yang ada sebagal upaya pencegahan, berarti kita dituntut
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2)

3)

4)

5)

untuk kreatif dan aktif bukan pasif, kita harus bergerak bukan
menunggu.

Pentingnya Kolaborasi antar divisi, tugas adalah tanggungjawab,
bertanggungjawab untuk memastikan pengawasan yang telah kita
lakukan. Sehingga ketika kita lakukan bersama yang berat menjadi
ringan, yang jauh menjadi dekat.

Pengawasan partisipatif melalui pemantau pemilu, terdapat 34 lembaga
pemantau yang telah diakreditasi oleh Bawaslu baik untuk pemantau
tahapan maupun keperluan lembaga penelitian. Namun ternyata
pemantau lokal kitamasih minim. Mari kita sosialisasikan lagi secara
masif, agar semakin banyak pemantau hadir, sehingga akan semakin
kuat pengawasan kita. Tugas kita adalah untuk mensosialisasikan
perihal ini.

K etika hubungan masyarakat jalan maka hubungan lembaga pun akan
berjalan.

Pengawasan mutarlih, saat mutarlih dan coklit kita dituntut kreatif,
kal o akses didapatkan sulit maka carilah yang mudah, kalo aksesnya
jauh maka dekatkan, dan kita harus aktif jangan pasif.

C. Kelemahan

1)

2)

3)

Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan partisi patif
sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter
sehingga perlu menjadi perhatian nantinya didalam pengangaran
kegiatan pengawasan partisipatif.

Menambah volume kegiatan sosialisasi dikarenakan banyak pihak-
pihak yang belum tersentuk oleh kegiatan sosialisasi pengawasan
partisipatif.

Kegiatan pengawasan partisipatif berdasarkan kegiatan tahun ini
disambut positif, makadari itu perlu perhatian khusus terkait dengan
hal tersebut seperti penganggaran dengan slot peserta yang lebih
karena penyandang disabilitas perlu pendamping pada saat kegiatan
dilaksanakan.
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4) Adanyadot anggaran untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan

masalebih banyak seperti adanyakegiatan olah ragajalan santai, senam

masal dan jenis lainnya yang efektif dalam mensosialisasikan

pengawasan pemilu Partisipatif.

D. Rekomendasi
Sepanjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif baik yang

melibatkan masyarakat umum, tokok adat, tokoh agama, perempuan, pelaku

seni, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya serta pelaksanaan

kerjasama dan pengembangan pojok pengawasan ada beberapa saran untuk

dijadikan rekomendasi demi perbaikan pengawasan partisipatif kedepannya

sehingga dapat |ebih luas merangkul masyarakat sebagai pengawas Pemilul.

1)

2)

3)

4)

Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan partisipatif
sehingga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan non budgeter
sehingga perlu menjadi perhatian nantinya didalam pengangaran
kegiatan pengawasan partisipatif.

Menambah volume kegiatan sosidisasi dikarenakan banyak
pihakpihak yang belum tersentuk oleh kegiatan sosalisas
pengawasan partisipatif.

Kegiatan pengawasan partisipatif berdasarkan kegiatan tahun ini
disambut positif, maka dari itu perlu perhatian khusus terkait
dengan hal tersebut seperti penganggaran dengan slot pesertayang
lebih karena penyandang disabilitas perlu pendamping pada saat
kegiatan dilaksanakan.

Adanya dot anggaran untuk melakukan kegiatan yang
mengumpulkan masa lebih banyak seperti adanya kegiatan olah
ragajalan santai, senam masal dan jenislainnyayang efektif dalam

mensosi alisasikan pengawasan pemilu Partisipatif.
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